
 
 

 
 

 

 

PERATURAN 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI 

REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR 19 TAHUN 2014 

 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 20 TAHUN 2010 

TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2010-2014 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan 

reformasi birokrasi dan optimalisasi pelaksanaan 

tugas monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi; 

 

  b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 

2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-

2014 tidak sesuai lagi dengan kebijakan reformasi 

birokrasi; 

   

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 

 

Mengingat... 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

    
 

   

 

 

 

7. Undang-Undang... 
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  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

 

  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

 

  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

 

  10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2010-2014; 

 

  11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Rencana Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025; 

 

  12. Keputusan Presiden Nomor 84/P/2009 mengenai 

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 

2009-2014; 

 

 

 

 

 

 

13. Keputusan... 
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  13. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang 

Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi 

Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional 

sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden 

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang 

Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi 

Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional; 

 

  14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan 

Nasional Tahun 2010; 

 

 
MEMUTUSKAN: 

  
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN 

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 20 

TAHUN 2010 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

2010-2014. 

 
 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 

2010 diubah sebagai berikut: 

 

1. Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 pada BAB III angka 3.6 

huruf  b  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

b.  Pemberian Tambahan/Pengurangan Anggaran Tunjangan Kinerja 

Tambahan/pengurangan tunjangan kinerja (reward and punishment) 

dipertimbangkan untuk diberikan setelah dilakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi K/L dan Pemda 

oleh Tim Independen dan/atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi 

Nasional. 

 

 

Unit... 
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Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional memproses hasil 

monitoring dan evaluasi, serta masukan dari Tim Quality Assurance, 

untuk disampaikan kepada Ketua Tim RBN untuk selanjutnya 

mendapatkan persetujuan Ketua KPRBN. 

Penetapan pemberian tambahan/pengurangan anggaran tunjangan 

kinerja terutama berdasarkan hasil evaluasi dengan fokus 

pertimbangan pada: (1) kemajuan K/L dan Pemda dalam 

melaksanakan reformasi birokrasi secara berkesinambungan; dan (2) 

dampak strategis dari pelaksanaan reformasi birokrasi K/L dan 

Pemda. 

 

2. Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 pada BAB IV diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB IV 

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

 

4.1 Monitoring 

Tim Independen dan/atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional 

melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-

masing instansi pemerintah, baik Kementerian/Lembaga (K/L) dan 

Pemerintah Daerah (Pemda) minimal setiap enam bulan sekali.Hasil 

monitoring disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada 

Ketua KPRBN melalui Ketua Tim RBN. 

 
4.2 Evaluasi 

Tim Independen dan/atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional 

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, baik 

pada baik K/L dan Pemdauntuk mengetahui kemajuan pelaksanaan 

reformasi birokrasi di masing-masing instansi setahun sekali. Evaluasi 

dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh masing-masing K/L dan Pemda sebagaimana 

diuraikan dalam RMRB ini. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk 

laporan dan disampaikan kepada Ketua KPRBN melalui Ketua Tim 

RBN, kemudian dibahas dalam rapat KPRBN. 

 

 

KPRBN... 

 



- 6 - 

 

 

 

KPRBN berdasarkan hasil evaluasi memberikan saran/rekomendasi 

berkaitan dengan reward dan punishmentsesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

4.3 Pelaporan 

4.3.1 Tim Independen dan/atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi 

Nasional menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi pada masing-masing  K/L dan Pemda. 

Tim Independen dan/atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi 

Nasional menyampaikan laporan konsolidasi dimaksud kepada 

Ketua KPRBN melalui Ketua Tim RBN. 

 

4.3.2 Tim Quality Assurance menyusun laporan hasil pelaksanaan 

penjaminan mutu pelaksanaan reformasi birokrasi dan 

disampaikan kepada Ketua KPRBN melalui Ketua Tim RBN. 

 

 

Pasal II 

Tim Independen dan/atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional 

melakukan monitoring dan evaluasi sejak bulan Februari 2014 sampai 

dengan Juni 2014. 

 
 

Pasal III 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 

Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di  Jakarta 

pada tanggal   30     Juni 2014 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 

REPUBLIKINDONESIA, 

 
 

ttd 
 
AZWAR ABUBAKAR 

 

 



- 7 - 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal   17 Oktober 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 
 

AMIR SYAMSUDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2014 NOMOR 1613 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN PANRB  

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, 

 

 
HERMAN SURYATMAN 

 

 


